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Alhamdulillahy puji syukor penulls panjackan kehadirat Allah
SWT, berkah dmpahan rabmae dan earunia aklvirnva buku

vang berjudul * BUNGA RAMPAT HUKUM PIDANA DI LUAR
FODIFIRASL akhirova selesal juga,

seiring perkembangan masyarakav jenis tndak pidang julgz
betagam sehingg ricak mampu diselesaikan dengan KUHE Olel
karena intlah wombuh berlgai macam peraturan perandnngn
kbusus vang tersebar di fuar KUHP, Seear terpisalt sudali ada
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Bulw ini verdist dar enam bab yang rerdini dari pendabuluan,
[- X . n .- . ] 1 .
indak pidang narkatika, ondak pidana pstkotropika, endak pidans
PERUCian vang dnd

ak pidann korupsi dan tindak pidana
ngkiingan | icdup,
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Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG TUMBUH BERKEMBANGNYA HUKUM
PIDANA DI LUAR KODIFIKASI

Kepahatan seialu berkembang seiring dengan berkembang-
it masvarakat dan perubahan teknologi. Denpan terjadinya
nerkembanpan dalam masyarakar maka akan membawa pula
serubahan rechadap nilai dalam masyarakat cersebut, Dan dengan
adanya perubahan nilai dalar masyarakat ini menyebabkan
cerjadinga proses deknminalisasi dan kriminalisasi.

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuaran orang
sebagai perbuatan yang dapar dipidana. Proses ini diakhiri dengan
terbentukinyy undang-undang dimana perbuatan it diancam
dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Dan sebaliknva
dekrirvinglisasi adalab suary proses dimana suaca perbuatan yang
senuils disnguap kejahatan/kriminil, akan tetapi sckarang tidak
lat angzap kriminil.!

LY Indonesia proses kriminalizasi stjnk pr{‘:]-:hlmnﬂi
kemerdekaan berlangaung terus snmpai sekarang dan tidak akan

berhenti Sedangkan dekriminalisasi reladf lebih sedikir
d:hl‘mdmﬂkat‘! keriminalisasi.
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Dickrbminnlisast dnpne terind ! aren beberapa selby?
masyerakie sudah chpt maeszerhin b petbiiran ying
rsldin'feit[il-:unu]-::m s el termedt meeriplnn perbimen v
sucdaby .,Inr.-m, Gieerbmn selwnt ped Bseksiiannn anind printins,

b, timbul keraguernpuan yaog sl Jevine wpakealy petharan lig
dikenalenn sandel aee il .
adanya keyacinan yanr kil lgthiwent Dt somial ok

menetpkancsanksi tereent st besir,

Untwe menetapkan sttt perluatan menfindi peerhitieran
Lr-minal renty sajit perbuatin rersehue menurot pandangin
naswarakar merupakan perhtaran ek, Terapt tidak semun
perbuatan tereela tkan dikennkin sanksi pickana, Hokum Pz
dapar dikatekan menyaring vagl sekfan lamyns perbaatan ying
rercela, dak susils din merngikan masyarakar,! Oleh kserina i
sl Lieberapn hal e harus diperhatikan sebelam nemberd sanksl
pidama pada swatu perbuncan:!

Pereamme, Tujuan hukon pidiana. hukom picang Dermga ani
bertujuan vande menangealangt kefahan demi kesejaatermn
masyarakar heserta anggoraangeeanva, dengan ko dain demi
penEavoman MuEyIr KT,

Kedua, Penetapan perhuaran yang tidak dikehendaki.

Sehubungan denpan tujuan hukum pada wmumnya selatiah
rercapainya kesejuhiternan masyarakar macerdil dan spineail, maks
perbustan yang tidak Jikehendaki adalah perbuatan yiang
mendatangkan kerugianaes wargn masyarakon Karugian it Py ru
ada korbannya, Korban dalam perbuatan itu hisa oring laln bisd

fuga si pembuiar sendirl, Korban bisa rampak jefoy misalny

__a
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pembnnuban, pencurian, namun bisa juga tidak segern dapae
dirasakan, misalnys pencemaran bingkungan,

Keriga, Perbandingan antara sarana dan hasil. Usahy wiok
mencegab suaru perbuatan dengan menggunakan sarana hukum
midana dengan sanksi pidana perlu disertai perhitungan akan biwy
vang harus dikeluatkan dan hasil vang diharapkan akan dicapai.
Orang tidak seeera menyadari akan besaraya biaya rersebur,
WMisalnya pada wikw pembuatan undacg-ondang yane dimuolai saa
pesyusunan RUL sampai ondang-undapg dlaksanakan
memerluker baya yong tdaik seatkie Pada saat implementast di
lnpangan akan menggeraklean bebernpa pihok misal kepolisian,
kembsaan, pengadilin dowm juga lembasa pemssyarakatan. Dalam
pﬂ]ﬂksﬂnﬂﬂn ‘:-'i."‘-t".'_'m FIET'.-'I.L:“.EHE Fil'_:lﬂ:l".'ﬂ. tﬂrﬁl:"].]llr l'l."ll,"l"l'l.l_"'l".l'.l.l-{'.'l'l\ lI.'ll_:'l":.l':,'l.
dan o menjadi heban rasyarakar,

Reemfut, Kemampuan badan penegak hokom. Kalan suar
undanzundang sudak berdaku dengan sal. maka perlu ditegakkan.
Alat perlengkapan negara yang dicugaskan untuk menegakkan
peraruean-peraturan hukum pidana adn polisy, jaksa dan Hakim
dan lembaga lain erkait dengan penegakan hukum. Merekn ini
Rarus mempunyai keahlian dan kecakapan terrentu, Jumlah
mereka tersatas, maka jangar sampat ada kelampauan beban tugas
sehingza mengakibackan effek peraruran menjadi kurang.

Adanya kriminalisasi suaty perbuatin maka idealnya akan
ditkuti pula peracran te-hacap perhuaran tersebut. Namun tidak
semuanya dapat tercaleap dalam peraturan kodifikast KUHE, olels
frena itulah dibuar peraturan khusus vang ada di luar KL,

Pada wraralra dimalesudlan suaru kodifikasi iog memuat suang

bahan hukym yang engkap, akah tetapi kitn mengerabue bahwa
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terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana i gy
kodifikasi tidak dapar dihindarkan, mengingat pertumlyhiag,
masyarakat di bidang sosial dan ekonami.”
Secara spesifik latar belakang tumbuh berkembangarys
hukum pidana khusus tersebur adalah:®
3. Adanva oserubahan secara cepat, sebingea periu didlyge
peraturan-peraturan hukom dengan sanksi pidana
b, Kebidupan moadern semakin kampleks, sehingg disamping
adanya peraturan hukum piduna unifikas: yang tahan lama
(KUHP), diperlitiean juga pesaturan pudana bersifar remporer
Banyak peratutan hukum bernpa perundangundaagan di
lapangan perdata, HITN, HAN dan lainnyn perla dikaitkan

dengan senksi pidana nnruk mengawasi perantran o sipava

E-J

diraati.

Terjadinya perubaban bukuiar dapat dilakukan melalvi dus
pentuk, yakni masyarakat berubal verlebih dahulu, bary RERY ST
datang mengesalikan perubahan itg, diseni perubahan terjadi
bersifat pasif, hukum selalu datong serelah perubabar telah torjadi.
Bentuk lain adalah hukum sebagai alat uncuk mengubah
masparakar ke arnh g ng lehib maile Clae s o rand of social enpimes-
). Dalam bencuk ini, perubahian hukum itu harus dikelendab
(tended cnange) dan harus direneanakan {planal change} sedemikiaz
rupd sesusi dengan vane diharapkan. Perubahan dalim wodel i
sifatnya aktif, artinya pihak yvang beowennne aktif nierencanakan
dan mengarahkan agar konsep pembaharuan hukum ire Jdapar
bergalan secara efekeif’

Berkaitan 1:1-.:1‘1g'=m 1-:-:::1'13_.::1-} ]_-_ll.:t'ul_]ai'tul'l hukum, menurdf

Ahmad Ali* sebenarnva tidak perle mempersoalkan fulesr mind
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vang lebih dulu menjadi perintis perubahan. Tidak perlu saling
ngorat untuk mempersoalkan apakah hukum vang lebik dutu bany
diikeort fakror lain, arankal fakeor lain dulu baru hukum ikatikuen
mengeerakkan perubahan inn Bagaimanapun kenyarannya
hkum dapar ikt serta [sebagal pertama atau kedua atau
keberapapun tidak jadi soal} dalam menggerakkan perubahan,
Selanjurnya Ahmad Al eenyatakan bahwa hukum hanyalah alat
vang mengerakkan perubaban secarn tidak lingsung,

[alam ranpka pembaharusn dan pembangunan hukum
nasionzl, Ismail Saleh” mengemukakan ada tiga dimensi yang
liargs dilaksanakan yaitu sehaga berikur:

. [hmensi Pemeliharaan

Yairu dimensi untuk memelbhara tatanan hukom yang ada,
walaupun sudah sidak sesuat lagi dengan perkembangan keadaan
sekarang, Sebagian besar hukum kolonial masih berlaku, Rarena
negara Indonesia belum dapat menciptakan scan hukom nasional
sendirn. Dalam menegakkan hukum kolonial inun hendaknya aparar
penegak hukom cdak berpemang kepada pasalipasal yang mar,
retapi harus berpijak pads sivvsst dan kondisi wang sudah berubak.

Dirnens pemelibaraan bertojuan unrok mencegah timbuloys
ktk{mmgan hukur, dan sesu nepuhnya merupakan konsekuensi
logis dari ketentuan Aturan Peralihan vang cerdapat dalam
UUDIN RT 1945, Upays pembaharuan hukum dalam dimensi
“pemelibiaraan” tetap berorientsi kepada kemastabaran beesama.,
k. Dimensi Pembaharuan

Adalali suart dimensi yang merupakan usaha untuk lekih
meringkatkan dan menyempurnakan pembangunan nasional,

Mengenai hal in] dianur kebijaksanaan hahwa pembangunan
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|HI|{1II:'| IIILH'HJI‘LHI :.!l'.'i:lll‘.||1i:'|t; p::mnunruk:m PEFIELIFAN-Peraturyy

]}urn|iL|u:|'l,fL:—1ll1d"”H“” vang haru akan dilakukan pula wsahy

menyen

il sehing

|1L1rim=1l{ur1 Pt j:-u:‘umi:lng-l:ndzlngm vane reialy |

e sestif dengan leehusthan baru di bidimgbidang yang |

bersangkutan, Dalam rangks mengubah suaru aturan perundang. |

wndangn tidak perlu Jibonglar secara keseluruhen, tetapi cukup

baglan-bagian yang dale cacok lagi dengan keadaan selarang,
e Drimenst Penciptaom

Dimens! int juga disebur Cengan dimensi kreatlvitas,
Perkembangan vang pesat di segaa Liching mu penzetahuan dan
esknologl mempunyai dampak yang cuktp besar dalam kehidupan
herbangsa dan bernegara, chususnya Eidang ekonomi vang
selahirkan berbagai wagasan baru, lembaga-tembaga baru yang
memerlukan percuran baru puls, Ralam dimensi ini Jdiciprakan
suirt perangkat peraturan Laro yang sebelumnya memany belum
pernah ada, tecapi diperlukan vntuk kesejahteraan bangsa.

Fungs! hukum picdana adulah uneale melindungi dan sekaligus
menfags keseimbangan antara kepentingan Negara tan
masyarakat, kepentingan pelaku tindal pidana dan kepenringan

leerrbyan.

B. HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS

Hukum PFidana Jibapi dalam beberapa jenis, diantarany
Bukum pidana saceriil dan formil; hulkum pidana tertulis dao
ridak tertulis sert Aukum pidana umum dan khosuos,

Hukum pidang maseriil memuat aturan-atcoran ¥ahs
t'ﬂ'.:nEmpl{ﬂn o mecumuskan [_'.u.:rl'.nu:]t:lnapl_'f'lJurl.t:l.r: YATIY Llnpar

dipidana, aturan-aurran VaTE nemial syarat untuk dapat

e

———

L
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menjaruhkan pidana dan kerentuan mengenai pidana, Sedangkan
fukun pidana formil mengerur bagaimung Negara densan
pPeaniATAan natalar perlengkapannya melakssnakan haknya
anruk raengenakan pidurin

Hudam Pidana U dan Hulboaws Pidans Khosus atan sering
Jisebur juga hukuwn pidana kedifikas| dan di luar kodifikaei.
Mukurm Pidana Umom memvat aturaneatusan yang berlakuy bagi
ceflap OTany Huzum ::'i.'.:l:lrl:'l LT l'l'lErLlpEl]cnn leTLtt‘ldEl.ng-
pndanaan pidanayane beclaku umurn, vane ssecantum dalam Kisah
|._.'=nd'.m;-.!-UTLLJiTLl"I;! Hulboum Fidana {KUH?{I' sortasemua perandan oz
pidangan yang mengubale dan menambah KUHP. Adapun
Hubkum Prdara Khusus, dimakngi sebagni perardangandangan
di bidane tereencu vang menyimpang dari hukom pidana umurn,
atant irdak pidaos yang Jiacur dalim perundangundansn khosus
di luar KULID, baik perundung-undangan pidana maupun bukan
pidaria terapi memiliki sankst pidana (ketentuan wenyimpang dari
FIJHTLY

Meaurut Andi Hamzah, peranran hukuwm yang tercantum
di loar KUHP dapar dischur undangundane (pidana) rerseadird

Ay dapar juga disebur hokom pidana di luar kedifikasi arau
nonkodifilkas,

. BEBERAPAISTILAH HUKUM PIDANA Dl LUAR KODIFIKAS!
Ada beberupa istilah unmk menyebut hukum pidana di luar
koditikast, yaitu : delik-de! ik khusus aran Hukum picana khusus d
lear KUJEIR, Undangundany Pidana Khusus, Hokum Fidana 1T
dan Hukiim Fidang Penyimpangan, namun sermua dimaksudkan
#ma yaitu beherapa peramaran pidann lhusus yang rersebar di

i
B
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liar KLUIHP,

Ada bebernpa pendapac mengenai pengertian hukum pidana
klasus: Menurut Scholten, Hukum Cidana Umum adalak
Hukuam pidana vang berlaku umum. Sedangkan hukum pigana
khusus adelah perundangandangan bukan pidana yang bersanks
pidana yarg disebur jur: hukum pidana pemerintahan. Menurue
Van Poelie, Hukus pidana umum adalab secva hukum pidana
Yl nugr bukan hulaom pidunu milicer. J¢1L|i hukuim ]I'il:.lilﬂil klisus
adalalh hukum pidana militer. Menurut Pompe vaog diikur
Ureesla, IlJL'ugutukun il lakum [.ﬂ;lltﬂﬂ ckanami, kerupsidan
subversi masuk Hukum Pidana khusus alasnnnya penyimpangan
rersehne diperholebkan Pasal 103 KUHP Sedingkan menuric And
Harnzah, Perundangundargan hukum pidans umum adalah
KUHP. Perundangunidanean aidana klhosus di luar KUHD yang
rerdiri dari: a) Perundang-undangan pidana khusus separi
elonami, korupsi dsh. b} Perundangundangan bukan pidana yang
bersanksi pidana. Misal 1 U1 tenaga kerja, WU Pajax, UU Koperasi
dsb.

Dasar penyimpangan hukum pidana Khusus rersebut
dipetholehkan oleh Pasa 103 KUHT dan Pasal 184 KLIHAP

Fasal 105 KUHP berkaitan demsan hukum mazeriilonga yang
menetapkan bahwa "ketenruankerentian dalam 3AB 1 5. BAB
WVIT Lulen kesaru berlaku juga bagi perbuntim-perbuntan yvane cleh
kerentoan perundang-undangan lainnys diancam dengan
pidana kecuali jika oleh undargundang ditentukan lain'.

Sedangkan Pasal 284 KUHATD berkaitan dengan hukum

tormilnya.

ot s i :
denam wakoe dug tehun setelaft UL ind dinmdenglan, muka
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rethadap sermee pevkava dibevlakukan ketentuan UL ini, dengan
P.;;;.gzcuuii.-.m enoeh sermentera mengenai kerenesean kheees geara pideti
sebagaiimana ersebut pada andangaendine tertentu, sampai ada

persththun dan atan dimypakan dduk berlku Tagi.”

l’r.‘;n'g,rinlpangﬂl‘t persebun misaluvg mengenal ;
1. Obwek Hukam
1. Subwek Pembuar Delik

Perbuaran Fidana

3
4, TPertangounganjawab pidana

5 Pemidanaan

& Alar pembukrian

1. Beban nembuktion

8 Pemesikspan Perkara

9, Proses beracara

D. CIRI-CIRI HUKUM PIDANA KHUSUS

1 Berisi aturan hukum pidana maceriil den formil

2. Penyimpangan rerhadap notos, sankst, dan asas lokum dari
KUNP dun EUHAPR

i+ Umumnys mengatur kejaharn inkonvensional

% Peapaturan dirvjukan untul mempercepat prosedur dan
mempermadah pembukeian

3

Bersifar Temporer: unruk menshadapi kondisi musyarakat
LETTenou

. ; ! - &
| Pembaliasan maceri hukum pidana khuosus ini akan dimulai
dEno ' - 2
ngan membicarakan rindak pidana narkotika terlebih dahulu,

Dipili v : ; -
pilihnya mateti ini karewa kejahaman rersebur hampir seriap
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bari menghizsi media batk cotak maupun elekeronik. Walaupun |

5;3]1]{5-'[ HLIL'Ell'?I L]iPﬂri:EfﬂE I_:um:ln Lm:.lilngalmdnng braru hamun Ceriyary
tidak juga membuat jera pelaku. Banyak fakror yang mempensa

ryli perbuatin narkerila tersebut, tidak hanya sekedar sanksi vang

berat. |

Kemudien dilanjutkan dengan membahas mengenai tindak |
piduna psikotropika, matert yang dekat dengan tindak pidana |
arkorika. Selanjutnya akan dibahas tindak pidana lingkungen |

hicdus, tindak pidana percucian Lang dan rindak piduna kerupst,

Adapun Perundangundangan di luar kodifikusiyang Jipelaja
dalam hukam pidana di luar kedifikasi diantaranya:

1. UndangUadang No, 5 thun 1997 rentang Psikomropika
sentang Markotiza

§on et e p—r

7 Undangundang tomor 5 tahun 2009
1, UndangUnding No. 31 ahun 1999 renrang Pemberantasan |

Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang nomar 20 rahun
2001 teneang Perubahan ats Undangundang Nomor 2 {
lyhen 19899 tentans Pemiberantasan Tindak Pidana Korupsi :

4. UndangUndang nomor 8 ahun 2010 entang Tindak Pidana |

Penoucian Lang ‘

CATATAN AKHIR

1 Sudartc, Husum dan Hukunt Pidana, Alumni, Bandung, 1586, him. 32

< pgshorann Halim, KriminologiFakultas Hukurmn Uniwersitas Muhammadiyzh
Jakarta, 2003, him. 17,

: Suderbe, Opat. Hlm.36,

2 kid, hlm, 36-39

= Sudarte, Kaprta Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bardurg, 1086, him. 58.

¢ And Harmzah, Delik-Celik Tersebar Bi Luar KUER, Pradnya Faramifta, fakartd

1935, him, 1.
7 abdul Manan, Aspek-Asack Fengubah Hukum;, Kencana, 2005, him. 10-11
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Achmaa Al Menguak Tabir Hukoam, Chandra Pratarra, Jakarka, 199 him.
715

lzrval Saleh, Wawasan Pembangunar Husum Masional, Harian Korpas 1
Jumi 1228 dalam Abdu Manad, Cpgt, him. 13

Sudarlo, Hukuer Pufana |, Fakullas Hukarn UNDIE Semarang, * 290,him. 10,
lbnct, mm. 11, lihat juga Snericf Maronie, Sejarah Husdm Tindak Pidana Khysus,

diunggan Sabtu & Octebar 2002, dunduh Sabtu 12 Desember 2094 jam
23.00

fndi-Hamzak, Cpocit, him, 2-5,

DAFTAR PUSTAKA

Abcul Manan, 2005, Aspes-dspel Pangubah Hukin, Kencana Jakarta
Athmzd Al 18956, Mengeak Tabie Hukum, Chandra Pralama, Jlakarty
AndiHamzah, 1995, Delic-Dalik Tersebar D7 Luar KUHP, Pracava Paramita, Jekarta.
lsmail Safeh, Wawaszn Formbangunan Mk u'n’es.‘u.":e.',- Ha igri kempas 1 Juni

1382

Fathrrarg Halbm, 2003, Enmiroieqi Fzku tas Hubur Uriversitas Mubamimr adival
lakarta
shetiel Marone, Ssjarah Hukum Tindak 2idana Krusus, ciuggah Sahtu & Qcto-
b 2012, diunduh Sabity 13 Deseiner 2074 [arm 23.G2
sudsrta, 1986, Hukum dan Hukum Fidzna, Alumni, Barrung
—, V886, Kapitd Selebta Hubumn Pidana, Alunmi, Bandury,
» V820, Hukum Pidarz !, Fakultas Holaar UNDIR, SEMIATAN)
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BIODATA

Dr. Yeni Widowary, S H., M.Hum.

wahir di Gunungkidul 17 Juni 1961, menempuh pendidikan formal 5-1 di
‘akultas Hukurn Universitas Gadjahmada tahun 1979-1985 jurusar hukum
Pidana, Kemudian masuk program Motariat Fakultas Hukum UGM tahun
1985-1587 {tidak selesai). Sejak Maret 1987 sampai akhir 1983 menjadds
dosan di Fakultas Hukum Universitas Benghu s di Bengkulu, Tahun 1994
pindah ke Kopertis Wikayah \ DIY dan hingga sekarang menadi desen dpk
Fakultas Hukum Universitas Muhsmmagiyah Yogyakarta mengamou mata
kuliah Bukum Fidana, Krirenoloal, Viktimelogi dan Hukum Pigana khusus,
Tahurs 1895-2002 menempub pendidkan 5-2 & Magister (Imy Hulum Pasca
Sarjana Unversitas Driponegore oan 53 ditempub tahun 2005-201° di Lni-
versitas Diponegaro. Perrah mengikuti Program Sandivich Like ¢ Schoal of
Lawy Erassmus University Roticrdarm Selanda Tahun 2009,

Menekuni kajian pidana lingkungan sejak menuls diseriasi mengenal
perlindungan karaan tindak pidana lingkungan nidap., Boberapa panel ban
yang pernal difasiken ciaatara myd: 1. Fonsep sustainaale Developrrent dalam
perinelangan warhadap karban tindak sidana linghungan hidup, 2. WMenbangus
hMaodel Pedincunoar Hukum erkadenkarban pencemaran ingkungan aleh
kirporast dengan prins prestoralve justice. <ayz Imiah pubikasi disntaramya;
I kebyakan aplikas’ Perlind urgan Husure Terhadao Korkan Tindak Picana
Lirgkungar Hidup Sehubunoar €egatar Karporas), 2, Pertanagungjawabizn
Frdana Korporas Terhadap <orban Dalam Kasus Tindak Pidava Lrgkurgear
Hidup. Buks varg parnah dizulis diantasanya 1, Hueum Pidana, 2, Wiktimeiog
perlindungan Fakum tarhadza Karban Tindak Pidana Lingkuagan Fidup,

Scanned by CamScanner



HUKUM PIDANA
DI LUAR KODIFIKASI

Seiring perkentbangan masyarakat jenis tindak pldana juga
breragan sehirgen tidak mumpu diselesatkan dengan KUHP
Oleh karena itulah conibuh berbagal macam Peraturan
perundangan khusis yang remsebar di luar KUHP. Secara
rerpisah sudlioh ada beberapa buku vang diverbitkan
misalnya: Tindak Pidoma Narkorika, Tindak Pidania Korupsi,
Tindak Pidona Pencucian Uang, namun VAR Mengupas
semiranya masth sangat sedikic Hal in sangnt menyulitkan
bagt saya sebagai pengampa mata kulish Hokum Pidana di
Luar Koditikasi (HPDK) uniruk mewajibkan mahasisws
Jdalom mempelsan HPDK. Oleh karena it buky ini

disusun untuk melengkapi penekayaan dart buky sejenis
yang masih sangat kisranc.

Bukeo ini cerdirl dari eram bab vang terditl dari

pendahulvan, dndak pidana narkotika, tindak pid

peikotropika; tndak pidana pencucian vang

N
 tinclak pidana

. Korupsi dan rindak pidana lingkungan hildup,
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